
  
 

 
 

BUPATI PASER 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASER 
NOMOR 3 TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  

BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PASER, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa 
agar dapat berjalan secara tertib dan disiplin anggaran,  
dengan berasaskan transparan, akuntabel dan partisipatif, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah 
Desa;  

 

     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
 
 
 



    5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

   
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK 
PEMERINTAH DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Paser. 

4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten 
Paser. 

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara  
KesatuanRepublik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut  dengan nama lain  
dibantu  perangkat  Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.   

9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual 
dan final.  

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.   

 

 



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  

13. Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah 
Desa adalah tata cara yang digunakan sebagai petunjuk dan arah bagi 
Pemerintah Desa dalam penyaluran dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 
RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun.  

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 
Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 2 

Uraian Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah 
Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Paser. 

 
Ditetapkan di Tana Paser 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 

   BUPATI PASER, 
 

                 
 

 YUSRIANSYAH SYARKAWI 
 
Diundangkan di Tana Paser 
pada tanggal 2 Januari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

 
 
 

AJI SAYID FATHUR RAHMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 3   
 
 


